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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

berkat Rahmat dan Kuasa-Nya lah Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dapat 

terselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupetan Kotawaringin Barat merupakan dokumen 

perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun mendatang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat.  

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat secara khusus memuat visi dan 

misi, capaian kinerja, isu strategis dan target kinerja yang akan dicapai 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Rencana Strategis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran 

strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada periode 

tahun 2017-2022. 

Demikian kami sampaikan terima kasih kepada semua pegawai di 

Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin 

Barat yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Strategis Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Pangkalan Bun,      Desember 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen 

perencanaan strategis perangkat daerah dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun yang memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah 

Kebijakan Program dan Kegiatan dalam mewujudkan visi dan 

misi Kepala Daerah Terpilih yang berpedoman pada RPJMD 

Tahun 2017-2022. 

Pada Rencana  Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memuat program 

dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalam mendorong peran masyarakat yang lebih aktif dalam 

kurun waktu 5 (tahun) mendatang tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pedoman dan tolak 

ukur untuk evaluasi dan pengendalian yang capaian kinerja 

perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. 

1.1.2 Fungsi Rencana Strategis 

Rencanan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Merupakan operasional pada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada urusan 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
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2. Merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah; 

3. Merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Perangkat Daerah; 

4. Merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan 

dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Terpilih; 

5. Merupakan dasar pengendalian dan evaluasi kinerja 

pelayanan perangkat daerah; 

6. Merupakan kontrak kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam 

bentuk Perjanjian Kinerja; 

7. Merupakan landasan pemerintah daerah dalam 

mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan 

tugas dan fungsi perangkat daerah. 

1.1.3 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis 

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana 

Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat yaitu : 

1. Pembentukan Tim Penyusun Rencanan Strategis; 

2. Orientasi mengenai Rencana Strategis; 

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Rencanan Strategis; 

4. Pengumpulan Data Dan Informasi Perencanaan 

Pmbangunan Daerah. 

2. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

merujuk pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten 

Kotawaringin Barat untuk merumuskan tujuan dan 

sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan, 

perumusan target indikator kinerja dan pendanaan yang 
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akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang 

demi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah Terpilih pada 

urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 

1.1.4 Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

dokomen perencanaan lainnya 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai keterkaitan dengan 

dokumen – dokumen perencanaan yaitu: 

1. Keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan 

pedoman teknis dalam penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah. 

2. Keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun . 

1.2 Landasan Hukum 

Peraturan yang menjadi landasan hokum dalam penyusunan 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
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Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

9. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi SAKIP. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; 

12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Panjang 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program 

dan kegiatan prioritas pada RPJMD Tahun 2017-2022 sehingga menjadi 

pedoman dan dasar bagi seluruh stakeholders dan seluruh aparatur 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun pada urusan Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah  

Terpilih. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah sebagai berikut :  
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BAB I  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Sub bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian 

Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra dengan 

RPJMD, dengan Renstra K/L, dengan Renstra provinsi, 

dan Renja Perangkat Daerah 

1.2 Landasan Hukum 

Sub bab ini memuat penjelasan tentang Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan 

peraturan lainnya yang mengatur: tentang Struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan 

Perangkat Daerah, untuk dijadikan pedoman maupun 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Sub bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan 

tujuan dari penyusunan Renstra. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sub bab ini menguraikan pokok bahasan dalam 

penulisan Renstra , serta susunan garis besar isi 

dokumen.  

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran (tugas 

dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, menguraikan secara ringkas sumber 

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, menjelaskan hasil capaian melalui 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, menjelaskan capaian 

program prioritas Perangkat Daerah melalui pelaksanaan 
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RPJMD periode sebelumnya, dan menjelaskan hambatan atau 

kendala utama yang dihadapi, dan dinilai perlu diatasi melalui 

Renstra Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat ini.  

2.1 Tugas, Fungsi, dan Sotatruktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

Sub bab ini memuat penjelasan umum tentang dasar 

hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur 

organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan 

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala 

Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi 

Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan 

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat 

Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Sub bab ini memuat penjelasan ringkas tentang macam 

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber 

daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja 

Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra 

Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya 

seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

SKPD Perangkat Daerah 

Bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra 

K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil 
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telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap 

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang 

bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima 

tahun mendatang. Pada bagian ini juga menjelaskan 

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan 

yang dibutuhkan.  

BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah  

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan-

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih  

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi 

SKPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya 

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah 

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-

faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.  

3.3 Telaahan Renstra K/L Dalam Negeri  

Bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat 

ataupun faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau 

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun 

Renstra Perangkat Daerah provinsi.  
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis  

Pada bagian ini menjelaskan apa saja faktor penghambat 

dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.  

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:  

1. Gambaran pelayanan SKPD;  

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;  

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi; 

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; 

dan 

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT 

DAERAH  

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan 

tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 
 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan 

strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) 

tahun mendatang.  

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, keluaran sasaran, dan pendanaan indikatif.  
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BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja utama 

Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

 

BAB VIII PENUTUP  



11 
 

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan dan Susunan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat yang berdaya 

guna dan berhasil guna secara khusus pada Bidang 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat Nomor 66  Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kotawaringin 

Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, maka 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat disusun seperti yang tertera di 

bawah ini : 
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Tabel 2.1 
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Kotawaringin Barat 
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2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 

66  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas 

pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

b) Penyelenggaraan kebijakan ketenagakerjaan bidang 

penempatan dan   perluasan kerja, bidang pelatihan dan 

produktivitas, bidang hubungan industrial dan syarat 

kerja dan bidang kesehatan kerja, norma ketenagakerjaan, 

dan jaminan sosial tenaag kerja; 

c) Merumuskan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan 

atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar 

negeri, pembinaan TKA peraturan perusahaan, lembaga 

serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan 

asosiasi pengusaha; 

d) Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan 

pendidikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif; 

e)  Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga 

pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada 

lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi; 

f) Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan 

pemukiman transmigrasi; 
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g) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a) Perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

b) Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 

c) Pelaksanaan pembinaan tenaga kerja, penyaluran, 

penempatan dan perluasan kerja; 

d) Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan produktivitas serta 

peningkatan keterampilan tenaga kerja; 

e) Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja; 

f) Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten; 

g) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional 

secara makro di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian; 

h) Alokasi sumber daya manusia potensi di Bidang 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 

i) Penelitian ketenagakerjaan yang mencakup wilayah 

Kabupaten; 

j) Penyusunan dan penetapan kebijakan Bidang 

Ketransmigrasian untuk mendukung pembangunan secara 

makro; 

k) Penyiapan pengusulan rencana lokasi pembangunan 

wilayah pengembangan, pengarahan, dan penempatan 

transmigrasi skala Kabupate berdasarkan hasil 

pembahasan dengan Pemerintah Daerah. 
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat merupakan unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah pada Bidang Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, maka susunan organisasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 66 

Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

merencanakan serta menetapkan program kerja sebagai 

kebijakan program dinas serta bertanggung jawab atas 

terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala 

Dinas mempunyai fungsi, yaitu : 

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 

b) Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-

sumber dalam rangka pemberdayaan potensi 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

c) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan; 

d) Penyelenggaraan pelaksnaan pemberian izin dan 

rekomendasi Tenaga Kerja Asing (TKA), pengerahan 

tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, 
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kesepakatan kerja bersama sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e) Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja; 

f) Pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja; 

g) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi 

penyelenggaraan potensi transmigrasi; 

h) Pelaksanan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan 

masyarakat transmigrasi dan pengembang kawasan 

transmigrasi; 

i) Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

 

2) Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanan pelayanan umum, kepegawaian 

dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan 

pengendalian program, serta mengkoordinasikan 

penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang 

secara terpadu. 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program 

kegiatan dan anggaran SKDP; 

b) Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian 

dan perlengkapan SKPD; 

c) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan 

keuangan SKPD; 

d) Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD; 

e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas 

bidang secara terpadu;  
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Dalam pelaksanaan tugasnya, Seketaris Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

dibantu oleh: 

2.1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

Program 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 

pokok menyiapkan dan menghimpun data dari 

bidang sebagai bahan penyusunan program dan 

anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

Program mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan bahan dan data penyusunan program 

dan anggaran; 

b) Menghimpun data dari semua bidang sebagai 

bahan dalam penyusunan program dan anggaran; 

c) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; 

d) Menyelenggarakan pelaporan dinas; 

e) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas;  

2.2) Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, 

pengelolaan dan pengendalian keuangan, 

melaksanakan penatausahaan dan pelaporan 

keuangan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan  mempunyai 

fungsi : 

a) Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan; 

b) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian 

keuangan; 
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c) Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data 

dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, 

pembukuan; 

d) Perbendaharaan dan verifikasi; 

e) Melaksanakan akuntansi keuangan; 

2.3) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Perlengkapan 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan pelayanan umum, 

administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan 

dan protokol serta perlengkapan. 

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Perlengkapan mempunyai fungsi, yaitu : 

a) Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha 

dan surat menyurat; 

b) Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan 

dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta 

sarana dan prasarana; 

c) Melaksanakan urusan kepegawaian; 

d) Melaksanakan urusan kehumasan dan 

keprotokolan; 

e) Melaksanakan urusan perpustakaan dan 

kearsipan; 

f) Menyiapkan ahan peraturan perundang-

undangan; 

 

3) Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas   

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas  

mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja 

dan produktivitas, verifikasi informasi regulasi lembaga 

pelatihan kerja swasta, analisis sumber daya manusia dan 

produktivitas. 
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Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivis Kerja 

mempunyai fungsi : 

a) Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK); 

b) Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja 

yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

c) Koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia lembaga latihan kerja swasta; 

d) Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

e) Penyebarluasan informasi produktivitas kepada 

perusahaan kecil; 

f) Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada 

perusahaan kecil; 

g) Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat 

kabupaten; 

h) Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pelatihan 

dan Produktivis Kerja dibantu oleh: 

3.1) Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan pembinaan, berupa informasi 

regulasi dan merencanakan pelaksanaan sosialisasi 

regulasi bidang pelatihan kerja swasta. 

Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai 

fungsi : 

a) Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang 

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; 

b) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi 

bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 
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c) Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi 

sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja 

swasta; 

d) Merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

e) Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

f) Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi 

bidang pelatihan kerja swasta; 

g) Menyusun kebutuhan sumber daya manusia 

dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta; 

h) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana 

perizinan Lembaga Latihan Kerja Swasta; 

i) Menentukan pemberian tanda daftar lembaga 

pelatihan kerja; 

3.2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

menyiapkan calon peserta, sarana dan prasarana, 

instruktur dan tenaga pelatihan serta melaksanakan 

pelatihan.  

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 

mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan 

pelatihan; 

b) Menyiapkan program pelatihan; 

c) Menyiapkan sarana dan prasarana; 

d) Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; 

e) Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; 

f) Membuat konsep pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pelatihan kerja; 
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3.3) Kepala Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan promosi, konsultasi produktivitas 

pengukuran serta pemantauan tingkat produktivitas.  

Kepala Seksi Peningkatan dan Analisis 

Produktivitas mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; 

b) Menyiapkan sumber daya manusia bidang 

konsultasi produktivitas; 

c) Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan 

pengukuran produktivitas; 

d) Melaksanakan pemantauan peningkatan 

produktivitas; 

e) Menyiapkan sumber daya manusia bidang 

pengukuran produktivitas; 

f) Menyiapkan data dan metode pengukuran 

produktivitas; 

g) Merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; 

4) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan penyebarluasan pasar kerja, 

penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 

antar kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta 

pelaksanaan penerbitan perpanjang izin mempekerjakan 

tenaga kerja asing (IMTA). 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi : 

a) Koordinasi pemberian dan penyebarluasan infromasi 

pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada 

pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 
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b) Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 

pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan 

kerja kepada masyarakat; 

c) Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar 

kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 

masyarakat; 

d) Verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Swasta; 

e) Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin 

mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi 

kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten; 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja dibantu oleh: 

4.1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok 

menyusun dan merencanakan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana pemberian izin 

lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan 

penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga 

kerja asing (IMTA), serta memantau dan 

mengevaluasinya.  

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

mempunyai fungsi : 

a) Merencanakan sumber daya manusia pemberian 

izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 

b) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana 

perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Swasta; 

c) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 
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d) Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk 

pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; 

e) Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan 

perpanjangan IMTA; 

4.2) Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja 

Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok 

merencanakan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana pelayanan informasi pasar kerja, 

penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan 

pelaksanaan perantaraan kerja, serta memantau dan 

mengevaluasinya.  

Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja mempunyai 

fungsi : 

a) Merencanakan penyiapan sumber daya manusia 

terkait pemberian informasi pasar kerja kepada 

pencari kerja dan pemberi kerja; 

b) Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja 

kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

c) Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil 

pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari 

kerja dan pemberi kerja; 

d) Merencanakan penyediaan sumber daya manusia 

untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar 

kerja; 

e) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan 

bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja; 

f) Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja 

dalam pelayanan kerja; 

4.3) Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 
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Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok 

merencanakan penyediaan sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana serta rencana kerja tentang 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. 

Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja mempunyai fungsi : 

a) Merencanakan penyediaan sumber daya manusia 

untuk jabatan yang menangani tugas 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 

kepada masyarakat; 

b) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; 

c) Membuat rencana kerja tentang pengembangan 

dan perluasan kesempatan kerja; 

5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan penyusunan persyaratan kerja, 

pembinaan pengupahan dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial.  

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a) Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan 

perjanijan kerja bersama dengan ruang lingkup operasi 

daerah kabupaten; 

b) Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja 

bersama daerah kabupaten; 

c) Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan 

perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah 

kabupaten; 
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d) Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi 

perselisihan di perusahaan; 

e) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan 

pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di 

perusahaan; 

f) Koordinasi pelaksana mediasi terhadap potensi dan 

mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan 

penutupan perusahaan; 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dibantu oleh: 

5.1) Kepala Seksi  Persyaratan Kerja 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

menyiapkan dan merencanakan Sumber Daya 

Manusia dalam mengevaluasi peraturan 

perusahaan, menyiapkan bahan dalam 

pembentukan kelembagaan di perusahaan, 

memproses pendaftaran perjanjian kerja bersama 

memantau dan mengevaluasinya. 

Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai 

fungsi: 

a) Menyiapkan sumber daya manusia yang 

memahami aturan pembuatan peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja bersama; 

b) Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk 

kelembagaan di perusahaan melalui Perturan 

Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) dan lembaga kerja sama 

Bipartit; 

c) Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja 

bersama di kabupaten/kota. 
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5.2) Kepala Seksi  Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

menyiapkan Sumber Daya Manusia dan sarana 

prasarana dalam penyusunan dan usul penetapan 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan penyiapan 

bahan dalam rangka pembinaan jaminan sosial 

tenaga kerja, memanutau pelaksanaan pengupahan 

dan mengevaluasinya. 

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

b) Menyiapkan  bahan pengembangan sistem 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

c) Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah 

minimum kabupaten; 

d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan 

pengupahan jaminan sosial tenaga kerja. 

5.3) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

menyiapkan Sumber Daya Manusia dan sarana 

prasarana dalam pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan Hubungan Indsutrial, memantau dan 

mengevaluasinya.  

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan sumber daya manusia yang 

memahami pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial; 
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b) Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya 

penyelesaian perselisihan hubungn industrial; 

c) Melaksnakan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan. 

6) Kepala Bidang Transmigrasi 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis 

dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang 

pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan 

tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, 

perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, 

penyiapan lahan permukiman, penyiapan sarana dan 

prasarana permukiman, penyiapan calon transmigran dan 

penduduk setempat, pelayanan perpindahan, penataan 

dan adaptasi, serta pengembangan usaha, pengembangan 

sosial budaya, dan pengembangan kelembagaan ekonomi. 

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi : 

a) Pembinaan potensi kawasan transmigrasi, 

perencanaan pembangunan dan pengembangan 

kawasan, dan penyediaan tanah dan pelayanan 

pertanahan transmigrasi; 

b) Memfasilitasi penyiapan lahan pemukiman, penyiapan 

sarana dan prasarana permukiman, pelayanan 

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan 

penduduk setempat, penempatan, penataan dan 

adaptasi serta administrasi Barang Milik Negara (BMN); 

c) Melaksanakan pengembangan usaha, pengembangan 

sosial budaya, dan pengembangan kelembagaan 

ekonomi. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang 

Transmigrasi dibantu oleh: 

6.1) Seksi Perencanaan Kawasan 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

penyiapan bahan, perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi 

di bidang identifikasi dan informsi kawasan, 

advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi 

penetapan kawasan serta mediasi dan kerja sama 

antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan 

pengembangan, satuan permukiman, sarana dan 

prasarana kawasan, pengembangan masyarakat, 

fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan 

penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran 

bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi 

pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah 

dan pelayanan pertanahan. 

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan mempunyai 

fungsi : 

a) Identifikasi dan informasi potensi kawasan, 

advokasi kawasan, perencanaan kawasan, 

fasilitasi penetapan kawasan serta mediasi dan 

kerja sama antar daerah; 

b) Perencanaan teknis satuan kawasan 

pengembangan, perencanaan teknis satuan 

permukiman, perencanaan sarana dan prasarana 

kawasan, serta perencanaan pengembangan 

masyarakat; 

c) Fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan 

penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran 

bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, 
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advokasi pertanahan serta dokumentasi 

penyedian tanah dan pelayanan pertanahan. 

6.2) Seksi Pembangunan dan Penataan Persebaran 

Penduduk 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

palaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi 

di bidang Fasilitasi penyiapan lahan, pembangunan 

sarana dan prasarana permukiman, evaluasi 

kelayakan permukiman, pengembangan sarana dan 

prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi, 

pelayanan perpindahan, penyiapan calon 

transmigran dan penduduk setempat, penempatan 

dan penataan adapasi, serta administrasi Barang 

Milik Negara (BMN).  

Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan 

Persebaran Penduduk mempunyai fungsi : 

a) Fasilitasi penyiapan lahan, pembangunan sarana 

dan prasarana permukiman, evaluasi kelayakan 

permukiman; 

b) Pengembangan sarana dan prasarana 

permukiman dan kawasan transmigrasi; 

c) Pelayanan perpindahan, penyiapan calon 

transmigran dan penduduk setempata, 

penempatan dan penataan dan adaptasi, serta 

administrasi Barang Milik Negara (BMN). 

6.3) Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan 
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teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi 

di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan 

kewirausahaan, pelayanan pendidikan, kesehatan, 

pembinaan mental spiritual, dan bantuan pangan, 

pengembangan lembaga ekonomi dan permodalan, 

promosi dan publikasi, dan kerjasama kemitraan.  

Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan 

Persebaran Penduduk mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta monitoring dan 

evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan 

pemasaran dan kewirausahaan; 

b) Pelayanan pendidikan, kesehatan, kesehatan, 

pembinaan mental spiritual, dan bantuan pangan; 

c) Pengembangan lembaga ekonomi dan permodalan, 

promosi dan publikasi, dan kerja sama kemitraan. 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang secara berkala dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang 

Transmigrasi. 

7) Kelompok Jabatan Fungsional Umum 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sesuai Bidang Keahlian dan Kebutuhan : 

7.1) Jabatan Fungsional Tertentu 

a) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan 

Fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada point (a), dipimpin 
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oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

c) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada point (b), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

d) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada point (c), 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7.2) Jabatan Fungsional Umum 

a) Penamaan jabatan fungsional umum 

dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. 

b) Nama-nama jabatan fungsional umum di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c) Nama-nama jabatan fungsional umum 

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

perangkat daerah. 

d) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum 

di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dengan Keputusan Bupati. 

e) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama 

jabatan fungsional umum sebagaimana 

dimaksud pada point (d) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

f) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, 

diangkat dalam jabatan fungsional umum. 
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g) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional 

umum sebagaimana dimaksud pada point (f) di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi 

dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional 

umum di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

i) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

8.1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur 

pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

8.2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Kepala Dinas. 
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2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Sumber daya Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah sebagai penunjang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya yang diuraikan sebagai berikut : 

2.2.1 Sumber Daya  Manusia 

a. Data Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan 

Table 2.2 
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 

No Uraian 
Eselon 

II 

Eselon 

III 

Eselon 

IV 
Staf Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 

2 Sekretaris - 1 3 7 11 

3 Bidang Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas 

- 1 3 3 7 

4 Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan 
Perluasan 

Kesempatan Kerja 

- 1 3 3 7 

5 Bidang Hubungan 

Industrial dan 

Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

- - 1 3 4 

6 Bidang Transmigrasi - 1 3 - 4 

7 Fungsional - - - - - 

8 UPTD LLK - - 1 - 1 

 Jumlah  1 4 14 16 35 
 

Berdasarkan table 2.2.1 diatas, Eselon II dijabat oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam menjalan tugas pokok dan 

fungsinya untuk koordinasi dengan SKPD lain, untuk 

Eselon III dijabat oleh Sekretaris dan bawahannya Kepala 

Bidang yang secara insentif melaksanakan koordinasi 

dalam membantu tugas dan fungsi Kepala Dinas. Untuk 

Eselon IV dijabat oleh Kepala Seksi/Sub Bag dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan 

bidang yang ditempatkan. 

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat, koordinasi maupun konsultasi 

dilaksanakan oleh seluruh Bidang dalam rangka 
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pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat khsusnya urusan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. Pada urusan Tenaga Kerja fungsi yang paling 

strategis dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Bidang 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang dibantu oleh Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dalam rangka mengkoordinasikan seluruh aturan 

ketenagakerjaan kepada Perusahaan, Pengusaha dan 

Tenaga Kerja. Sedangkan untuk Urusan Transmigrasi 

sesuai dengan fungsinya dilaksanakan oleh Bidang 

Transmigrasi dalam rangka pembukaan pemukiman 

transmigrasi baru di Kotawaringin Barat dalam mendukung 

peningkatan kemandirian ekonomi. Dan untuk 

kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan 

penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. 

b. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Table 2.3 
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 
 

No Uraian S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 

2 Sekretaris 3 3 1 3 - 1 11 

3 Bidang Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas 
- 4 - 3 - - 7 

4 Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan 
Kerja 

- 3 - 4 

- - 

7 

5 Bidang Hubungan 
Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja 

- 2 - 2 
- - 

4 

6 Bidang Transmigrasi 1 1 - 2 - - 4 

7 Fungsional - - - - - - - 

8 UPTD LLK - - - 1 - - 1 

 Jumlah  5 13 1 15 - 1 35 
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Berdasarkan Tabel 2.2.2 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat 

diklasifasikan kedalam Jenjang Pendidikan minimal Sekolah 

Dasar (SD) dan Jenjang Penddikan yang paling tinggi yaitu 

jenjang Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2).  

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sarana dan 

prasarana adalah penunjang dan fasiltas yang digunakan 

dalam pencapaian target kinerja dan mendukung perlengkapan 

kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sarana 

dan prasarana yang tersedia sebagai inventaris barang pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin 

Barat berdasarkan laporan inventaris barang tahun 2016 

diuraikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.4 

Inventari barang (sarana dan prasarana) 

No Nama Barang Satuan Jumlah 

1 Ruang Rapat Unit 1 

2 Mesin Tik Unit 4 

3 OHP Unit 2 

4 AC Unit 8 

5 Televisi Unit 12 

6 Tape Karaoke Unit 1 

7 Sound System Unit 2 

8 Wireless Unit 5 

9 Kamera Digital Unit 2 

10 Komputer Unit 29 

11 Laptop Unit 26 

12 Printer Unit 27 

13 Scanner Unit 1 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

14 Fax Unit 1 

15 Pesawat Telepon Unit 2 

16 Handycam Unit 1 

17 LCD Proyektor Unit 2 

18 Mobil Operasional Unit 1 

19 
Sepeda Motor 
Operasional 

Unit 27 

20 Work Shop Unit 1 

21 Kursi kerja Pejabat Unit 23 

22 White Board Unit 4 

23 Kipas Angin unit 7 

24 Dispenser unit 5 

25 Mesin jahit Kulit unit 32 

26 Lemari besi unit 19 

27 Filling besi unit 16 

28 Lemari kayu unit 36 

29 Brand Kas unit 3 

30 Kursi Besi unit 8 

31 Kursi Rapat unit 4 

32 Kursi tamu unit 2 

33 Kursi Putar unit 28 

34 Kursi lipat unit 321 

35 Meja Komputer unit 14 

36 Meja Biro unit 48 

37 Sofa unit 3 

38 Kursi kerja unit 7 

39 Jam Dinding unit 3 

40 Lemari es unit 2 

41 Mesin potong rumput unit 3 

42 Laudspeaker unit 3 

43 Meja kerja Pejabat unit 22 

44 Timbangan Badan unit 1 

45 
Peralatan jaringan lain-
lain 

unit 
4 

46 Monitor unit 2 

47 CPU unit 4 

48 Mesin Bubut unit 1 
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No Nama Barang Satuan Jumlah 

49 Mesin Press Unit 1 

50 Mesin Pengepress kulit Unit 1 

51 Mesin Kompresor Unit 1 

52 Mesin las lisrik Unit 1 

53 Mesin gerinda tangan Unit 1 

54 Mesin bor tangan Unit 1 

55 
Perkakas konstruksi 

logam 
Unit 1 

56 Crawler Tractor Unit 5 

57 Statiobary Generating Set Unit 1 

58 Mesin Gergaji Unit 1 

59 Pisau pembelah rotan Unit 1 

60 Rak Kayu Unit 1 

51 Meja rapat Unit 30 

52 Meja kayu Unit 11 

63 Meja tulis Unit 6 

64 Kursi tamu Unit 3 

65 Gordyn Unit 3 

66 Microphone Unit 8 

67 Dispenser Unit 6 

68 Power amplifier Unit 1 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat ditunjukkan dengan kondisi capaian indikator pada 

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Tingkat Pengangguran 

Terbuka yang mana kondisi penempatan tenaga kerja yang masih 

minim di Kabupaten Kotawaringin Barat.  

Berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010-2016 

diuraikan berdasarkan tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.5 

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

  

 

                 

NO 

Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Satuan  
Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun 

ke- 
Realisasi Capaian Tahun ke- 

Rasio Capaian pada Tahun 

ke- (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka 

Lowongan  
  

408 408 408 408 408 367 367 522 162 177 89,9 89,9 127,9 39,7 43,3 

2 Jumlah Pekerja 

Formal 
Orang  

  
70 70 70 70 70 294 207 510 151 78 420 295,7 728,5 215,7 111,4 

3 Jumlah Pekerja pada 

Lapangan Kerja 

Kurang Produktif 

Orang  
  

88 88 88 88 88 88 352 352 176 88 100 400 400 200 100 

4 Jumlah Pencari Kerja 

mengikuti Pelatihan 

TTG 

Orang   
  

20 20 20 20 20 20 20 20 20  - 100 100 100 100 - 

5 Jumlah Pencari Kerja 

mengikuti Pelatihan 
Tenaga Kerja Mandiri 

Terdidik (TKT) 

Orang  
  

60 60 60 60 60 60 - - - - 100 - - - - 

6 Jumlah tenaga kerja 
yang diikutkan 

penyuluhan 

bimbingan jabatan 

dan pengelola 

database tenaga 

kerja 

Orang   
  

352 352 352 352 352 909 2063 2379 885 876 258,2 586,0 675,8 251,4 248,8 

7 Jumlah kasus 

pelanggaran / 

penyimpangan 
regulasi 

Kasus   
  

53,

68

% 

53,

68

% 

53,

68

% 

53,

68

% 

53,6

8% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

93,

14

% 

93,

14

% 

93,

14

% 

93,

14

% 

93,

14

% 

8 Jumlah KK 

mengikuti program 
transmigrasi 

KK  
  

75 75 75 75 75  - - - - - - - - - - 

9 Jumlah KK yang 
disediakan tanah 

trans 

KK  
  

150 150 150 150 150 - - - - - - - - - - 
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10 Jumlah KK yang 

disediakan sarana 

dan prasarana 
permukiman trans 

KK  
  

150 150 150 150 150 - - - - - - - - - - 

11 Jumlah KK trans 

yang disediakan 
pelayanan 

pendiikdan dan 

kesehatan 

KK  
  

150 150 150 150 150 - - - 275 - - - - 183 - 

12 Jumlah 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana kawasan 

trans 

KM  
  

8 8 8 8 8 - - 0,22 - - - - - - - 

13 Jumlah KK yang 

diberikaan 

penyuluhan dalam 
pengembangan 

usaha ekonomi 

KK  
  

150 150 150 150 150 - - - - - - - - - - 

14 Jumlah kawasan 
transmigrasi yang 

ditargetkan untuk 

mewujudkan 

lingkungasn asri 

Ha  
  

110 110 110 110 110 - - - - - - - - - - 
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Berdasarkan Tabel 2.4 capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang 

berjumlah 5 (lima) indikator kinerja yang telah dilaksanakan 

menunjukkan ada beberapa indikator yang mencapai target dan 

melebihi dari yang telah ditargetkan. 

Dalam pencapaian target kinerja pelayanan, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan dalam 

pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat seusai data anggaran dan realisasi periode Rencana Strategis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2012-2016 sebagaimana tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 

 

No Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran pada Tahun Ke- 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Program 
Pelayana 
Administras 

Perkantoran 

477.662.295 565.800.636 712.173.285 623.128.036 736.012.950 427.489.427 516.745.399 680.521.649 585.825.083 696.169.238 89,50 91,33 95,56 94,01 94,59 

2 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasaran 
Aparatur 

173.280.000 263.800.000 1.130.622.611 579.649.200 601.549.200 165.131.500 220.901.600 1.103.670.631 532.095.801 532.095.801 95,30 83,74 97,62 91,80 88,45 

3 

Program 

Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

23.200.000 55.000.000 55.000.000 50.000.000 50.000.000 23.055.000 51.740.000 46.581.700 45.413.500 45.413.500 99,38 94,07 84,69 90,83 90,83 

4 

Program 
Peningkatan 
Fasilitas Pindah 
/ Purna Tugas 
PNS 

60.000.000 40.000.000  -  -  - 47.567.000 16.069.000  -  -  - 79,28 40,17  -  -  - 

5 

Program 

Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

59.950.000 79.500.000 67.500.000 48.500.000 75.000.000 38.622.730 57.437.100 48.896.720 41.792.600 45.413.500 64,42 72,25 72,44 86,17 60,55 

6 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

2.064.000 2.064.000 2.064.000 2.827.000 2.827.000 906.000 744.000 1.820.000 2.095.000 2.095.000 43,90 36,05 88,18 74,11 74,11 
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No Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran pada Tahun Ke- 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

7 

Program 
Peningkatan 

Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

717.183.975 1.003.275.000 1.200.576.200 1.094.300.964 993.934.000 707.744.800 996.258.378 1.181.983.296 1.067.580.000 981.315.250 98,68 99,30 98,45 97,56 98,73 

8 

Program 
Peningkatan 
Kesempatan 
Kerja 

297.314.000 501.772.351 525.722.000 527.122.000 456.440.800 290.540.200 482.474.400 520.912.000 522.965.650 431.156.850 97,72 96,15 99,09 99,21 94,46 

9 

Program 
Perlindungan 
Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

158.475.600 191.288.313 173.230.000 173.440.000 274.579.884 136.697.838 180.903.807 168.900.000 164.161.750 262.863.305 86,26 94,57 97,50 94,65 95,73 

10 

Program 
Pengembangan 
Wilayah 

Transmigrasi 

591.262.130 990.725.700 514.414.904 757.164.800 
1.089.575.00

0 
572.919.550 971.205.560 504.406.601 733.274.549 1.072.315.608 96,90 98,03 98,05 96,84 98,42 
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2.4 Tantangan dan Peluang 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penyesuaian terhadap 

perkembangan zaman dan teknologi maka seluruh Sumber Daya 

Aparatur dituntut utuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas 

kerja.  

Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi menunjang kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat ada tantang dan peluang yang akan 

dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (lima) tahun 

mendatang yang diuraikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.6 

Tantangan dan Peluang Pelayanan 

No Tantangan Peluang 

1 Tuntutan masyarakat 

terhadap peningkatan 
kualitas pelayanan prima 
dalam peningkatan 

kesempatan kerja 

Mendorong peningkatan 

kesempatan kerja  

2 Tingkat pengangguran tinggi 
dan tidak diimbangi dengan 

kebutuhan pasar kerja 

Melaksanakan pelatihan kerja 
dan pendidikan berbasis 

kompetensi dalam 
meningkatkan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja  

3 Tingginya kasus hubungan 

industrial dan jaminan sosial 
tenaga kerja dari perusahaan 

terhadap tenaga kerja  

Melakukan sosialisasi tentang 

peraturan ketenagakerjaan 
kepada seluruh perusahaan 

dalam penurunan kasus 
hubungan industrial dan 

jaminan sosial tenaga kerja  

5 Lahan pemukiman 
transmigrasi yang masih perlu 
untuk dikaji dan persetujuan 

hibah dari masyarakat untuk 
pembukaan lahan 

transmigrasi baru 

Musyawarah kepada seluruh 
masyarakat untuk pembukaan 
lahan sehingga dapat 

meningkatan kemandirian 
ekonomi pada suatu daerah 

tersebut dan pengkajian lahan 
pemukiman transmigrasi baru 

dengan sistem pugar (SP-Pugar) 

6 Terbatasnya kualitas dan 
kuantitas SDM Aparatur 
teknis 

Meningkatkan kualitas aparatur 
dengan mengikuti Bimtek, 
Diklat dan pendidikan lainnya 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Isu strategis pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan 

urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat  Tahun 

2017-2022 sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu 

strategis pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang 

perlu ditangani pada periode 2017-2022 dan menjadi tugas pokok dan 

fungsi Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin 

Barat diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1 Kesekretariatan  

Permasalahan yang terkait dengan kesekretariatan yaitu : 

a) Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola urusan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terhadap pelayanan 

kepada masyarakat; 

b) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang 

mengelola pelayanan ketenagakerjaan sehingga 

menyebabkan peningkatan pelayanan kurang maksimal 

3.1.2 Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas yaitu: 

a) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan 

ketenagakerjaan seperti bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kotawaringin Barat masih perlu direhabilitasi berat karena 

kondisi gedung sudah rusak untuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan kerja; 

b) Kurangnya motivasi masyarakat dalam jiwa berusaha; 
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c) Kurangnya motivasi pencari kerja dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam meningkatkan 

kualitas dan produktivitasna; 

d) Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam 

meningkatkan pencari kerja yang berkualitas dan 

produktivitas sehingga pencari kerja bisa bersaing di pasar 

kerja. 

3.1.3 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja 

Permasalahan yang terkait dengan Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yaitu: 

a) Meningkatnya jumlah pencari kerja pada tahun 2017 yang 

memberikan indikasi bahwa tekanan ekonomi dan sosial 

pada angkatan kerja semakin meningkat, mengingat 

penduduk usia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja 

berusaha mendapatkan kesempatan kerja dengan memasuki 

pasar kerja. 

b) Teknologi informasi bursa kerja yang saat ini digunakan 

perlua dikelola secara optimal gna peningkatan pelayanan; 

c) Masih rendahnya kualitas calon pencari kerja dan tenaga 

kerja; 

d) Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan 

kerja yang disiapkan bagi pencari kerja; 

e) Kurangnya koordinasi dengan perusahaan sehingga wajib 

lapor informasi lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal 

dalam menjalankan kinerja pelayanan kepada masyarakat; 

3.1.4 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

Permasalahan yang terkait dengan Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu: 
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a) Masih kurangnya pemahaman dari pengusaha maupun 

pekerja dan buruh terhadap peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan; 

b) Masih ada perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan 

dan hak-hak normatif pekerja sesuai aturan yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah yaitu Pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), 

mendaftarkan pekerja/buruh untuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur; 

c) Masih lemahnya lembaga hubungan industrial di Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

3.1.5 Bidang Transmigrasi 

Permasalahan yang terkait dengan Bidang Transmigrasi 

yaitu: 

a) Kurangnya lahan untuk pembukaan pemukiman kawasan 

transmigrasi; 

b) Kurangnya peran masyarakat dalam pembukaan lahan 

untuk kawasan transmigrasi; 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pmebangunan daerah 

yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerh 

Terpilih dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Pembangunan 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

 

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU 

KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS” 
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Pokok - pokok Visi “GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN 

BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS” 

dijabarkan sebagai berikut : 

Gerakan 

Membangun 

: Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi 

bagi masyarakat dan pemerintah untuk 

berupaya sama-sama, bersinergi harmonis 

membangun Kabupaten Kotawaringin Barat 

melalui pembangunan ekonomi yang 

berlandaskan pada keunggulan daya saing, 

kekayaan sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting 

ini sebagai wujud kebersamaan antara 

pemerintah dan masyarakat melalui gerakan 

membangun Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kejayaan : Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala 

bidang pembangunan, menuju masyarakat 

kabupaten yang nasionalis, religius, aman 

dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang unggul dan 

inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan 

bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang 

hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat kabupaten. 

Kerja Nyata : Terwujudnya etos kerja pemerintahan dalam 

membangun daerah secara nyata, inspiratif, 

dalam mewujudkan amanah masyarakat, 

menghasilkan pembangunan yang inspiratif 

dan berdampak nyata pada kemajuan 

daearah. 
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Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Memperkuat taat pemerintahan yang bersih, efektif, demokratris 

dan transparan. 

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, 

kesehatan dan olahraga. 

3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada 

pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan 

potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan 

lingkungan hidup. 

4. Menguatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 

5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentran dan dinamis. 

 

Berdasarkan penjabaran misi Kepala Daerah Terpilih di atas, maka 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

berkaitan dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin  Barat dengan bidang tugas dan fungsinya yaitu pada Misi 

ke – 3 yaitu “Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang 

Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta 

Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Dengan 

Memperhatikan Lingkungan Hidup”. 

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian misi tersebut di atas 

adalah kurangnya motivasi masyarakat dalam jiwa berwirausaha dan 

rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten 

Kotawaringin Barat, serta minimnya sistem perlindungan 

ketenagakerjaan dan tak ada lahan dalam pembangunan pemukiman 

transmigrasi. 

Faktor pendorong dalam pencapaian misi tersebut di atas yaitu 

memanfaatkan kualitas sumber daya alam yang cukup dalam 

mendukung pertumbuhan kemandirian ekonomi dan kebijakan 

pemerintah daerah yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. 
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Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat diuraikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Faktor Pendorong dan Penghambat  

No 
Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Faktor  

Penghambat Pendorong 

 Visi :  

Gerakan Membangun 

Kotawaringin Barat Menuju 

Kejayaan Dengan Kerja 

Nyata Dan Ikhlas 

   

 Misi :  

Mendorong Penguatan 

Kemandirian Ekonomi Yang 
Berbasis Pada Pertanian 

Dalam Arti Luas, Kelautan, 

Industri Serta Pengelolaan 

Potensi Daerah Dan Sumber 

Energi Dengan 
Memperhatikan Lingkungan 

Hidup 

Angka Kemiskinan 

pada Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka yang 

meningkat pada 

tahun 2017. 

Kesempatan dan 

lapangan kerja 

yang terbatas  

Perluasan 

kesempatan dan 

lapangan kerja 

 Tujuan :  
Meningkatkan Kemandirian 

Ekonomi Yang Berkelanjutan 

1) Tenaga kerja yang 
tidak terserap 

optimal  

 

 

 

 
 

2) Masih kurangnya 

SDM 

1) Masih 
rendahnya 

kualitas 

pendidikan 

dan 

keterampian 

bagi pencari 
kerja 

2) Moratorium 

perekrutan 

pegawai yang 

menghambat 
pelayanan  

1) Peningkatan 
pendidikan 

dan pelatihan 

kerja yang 

berbasis 

kompetensi 

untuk 
masyarakat 

2) Alokasi 

anggaran 

untuk Non 

ASN dan 
meningkatkan 

SDM yang 

ada dalam 

peningkatan 

kompetensi 

melaluti 
Bimtek dan 

Diklat. 

 Sasaran : 
Menurunnya Tingkat 

Pengangguran 

Kualiitas Tenaga Kerja Tenaga kerja 
yang rendah 

kualitas 

pendidikannya 

untuk bersaing 

dalam bursa 

kerja 

Mendorong 
tenaga kerja dna 

masyarakat 

dalam 

peningkatan 

kualitas melalui 

pendiidikan dan 
pelatihan kerja 

berbasis 

kompetensi agar 

siap bersaing 

dalam bursa 
kerja 
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 

Berdasarkan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 

yaitu “Tewujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotorng Royong”. 

Sebagai upaya dalam pencapaian visi pembangunan nasional 

pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, maka 

dirumuskan misi pembangunan nasional sebagai berikut : 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu penjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dnegan 

mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai Negara kepualuan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan 

demokratis berlandaskan Negara hokum; 

3. Mewujudkan politk luar negeri bebas-aktif dan memperkuat 

jati diri sebagai Negara maritime; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, 

maju dan sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang 

mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam 

kebudayaan. 

 

Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 

sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia diuraikan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.2 
Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan sasaran Renstra 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

No 
Sasarn Strategis 

Kementerian  

Ketenagakerjaan 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Faktor  

Penghambat Pendorong 

1 Peningkatan 

Kompetensi dan 

Produktivitas 
Tenaga Kerja 

1) Gedung BLK yang 

masih belum 

memadai 
 

 

 

 

2)  SDM yang kurang 

dalam pelayanan 
pendidikan dna 

pelatihan kerja 

1) Masih belum 

tersedinya alokasi 

anggaran untuk 
rehabilitasi berat 

gedung BLK oleh 

Pemerintah 

Daerah  

2)  Tenaga Instruktur 

pelatihan yang 
belum tersedia 

1) Mengusulkan 

rencana dan 

alokasi anggaran 
untuk rehabilitasi 

gedung BLK  

 

 

2)  mengusulkan ASN 

sebagai tenaga 
Instruktur kepada 

Pemerintah 

Kabuapten, 

Provinsi, Dan 

Pusat untuk 

dididik sebagai 
instruktur 

2 Peningkatan 
Kualitas 

Penempatan dan 

Pemberdayaan 

Tenaga Kerja 

1) Kurangnya SDM 
dan rendahnya 

kualitas tenaga 

kerja 

 

 

 
 

2) Rendahnya 

kualitas 

pendidikan tenaga 

kerja 

1) Moratorium 
perekrutan 

pegawai yang 

menghambat 

pelayanan 

 

 
 

2) Kualitas 

pendidikan dan 

keterampian tanga 

kerja masih rendah 

1) Alokasi anggaran 
untuk Non ASN 

dan meningkatkan 

SDM yang ada 

dalam peningkatan 

kompetensi 

melaluti Bimtek 
dan Diklat. 

2) Peningkatan 

pendidikan dan 

pelatihan kerja 

yang berbasis 

kompetensi untuk 
masyarakat dan 

tenaga kerja 

 Penciptaan 

Hubungan 

Industrial yang  

Harmonis dan 

Memperbaiki Iklim 

Ketenagakerjaan 

Perselisihan hubungan 

antara pekerja dan 

perusahaan masih 

terjadi setiap 

tahunnya 

Belum optimalnya 

peran lembaga 

ketenagakerjaan 

Peningkatan mitra 

kerja antara lembaga 

ketenagakerjaan dan 

perusahaan melalui 

tripartite dan bipartit 

 Peningkatan 

Kepatuhan 

Terhadap 
Ketentuan 

Perundangan di 

Bidang 

Ketenagakerjaan 

Masih rendahnya 

perlindungan hokum 

untuk tenaga kerja 

1) Masih ada 

perusahaan yang 

memberikan upah 
tidak sesuai UMK 

2) Mengimplementasi

kan peraturan 

perundangan 

tentang jaminan 

sosial 
ketenagakerjaan 

dan kesehatan 

1) Peraturan 

Pemerintah yang 

berlaku tentang 
ketenagakerjaan 

dan UMK sudah 

cukup mendukung 

untuk pengelolaan 

urusan 

ketenagakerjaan 
2) Melaksanakan 

koordinasi yang 

berkesinambungan 

dan cukup intens 

dengan pihak 
terkait 
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3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi 

Sebagai upaya dalam pencapaian visi pembangunan nasional 

pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia, maka dirumuskan misi 

pembangunan nasional sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya 

program dan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisise 

serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, 

daearah tertinggal dan transmigrasi; 

2. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi 

untuk meningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam 

mendukung reformasi birokrasi; 

3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta 

pembinaan seluruh unsure Inspektorat Jenderal 
 

Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 

sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia diuraikan pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.2 

Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan sasaran Renstra 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
TransmigrasiRepublik Indonesia 

No 

Sasarn Strategis 

Kementerian  Desa, 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

Permasalahan 

Pelayanan 
Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Faktor  

Penghambat Pendorong 

1 Terbangunnya 144 kawasan 

untuk mendukung 
redistribusi lahan terkait 

program reforma agrarian 

dan berkembangnya 72 
Satuan Permukiman (SP) 

menjadi pusat Satuan 

Kawasan Pengembangan 
(SKP)/sebagai desa utama 

yang merupakan pusat 

pengolahan hasil pertanian, 
melalui penataan persebaran 

penduduk, baik Satuan 

Permukiman Baru (SP-Baru) 
sejumlah 71.291 KK, Satuan 

Pemukiman Pugar (SP-Pugar) 

sejumlah 657.603 KK, dan 

Satuan Permukiman 
Tempatan (SP-Tempatan) 

sejumlah 2.751.806 KK 

Kurangnya 

lahan 
pemukiman 

Kurangnya lahan 

pemukiman 
untuk 

permukiman 

transmigrasi baru 

Melakukan 

musyawarah 
kepada 

masyarakat 

untuk 
pembukaan 

lahan untuk 

kawasan 
transmigrasi 

 

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 

Terpilih yaitu “KALTENG Maju, Mandiri, dan Adil untuk 

Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG 

BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan 

Harmonis”. 

 

Sebagai upaya dalam pencapaian visi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Kalimantan Tengah Terpili, maka dirumuskan misi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Tengah sebagai berikut : 
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1. Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui 

perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan 

peningkatan kesempatan kerja; 

2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jamiman 

sosial tenaga kerja; 

4. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan; 

5. Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran 

perpindahan penduduk yang seimbang antar 

kabupaten/kota dan kerjasama antar daerah; 

6. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan 

transmigrasi yang berkelanjutan; 

7. Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa 

maju, mandiri dan produktif. 

 

Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 

sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah diuraikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 
Permsalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 
berdasarkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 

No 

Sasarn Strategis DInas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Faktor  

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya Indeks 

Pembangunan 
Ketenagakerjaan 

1) Gedung BLK yang 

masih belum 
memadai 

 

 

 

 
 

 

2)  SDM yang 

kurang dalam 

pelayanan 

pendidikan dna 
pelatihan kerja 

 

1) Masih belum 

tersedinya 
alokasi anggaran 

untuk rehabilitasi 

berat gedung BLK 

oleh Pemerintah 

Daerah  
2)  Tenaga 

Instruktur 

pelatihan yang 

belum tersedia 

 

 
 

 

1) Mengusulkan 

rencana dan 
alokasi anggaran 

untuk rehabilitasi 

gedung BLK  

 

 
2)  mengusulkan 

ASN sebagai 

tenaga Instruktur 

kepada 

Pemerintah 

Kabuapten, 
Provinsi, Dan 

Pusat untuk 
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No 

Sasarn Strategis DInas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Faktor  

Penghambat Pendorong 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3) Kurangnya SDM  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

4) Rendahnya 

kualitas 
pendidikan 

tenaga kerja 

 

 

 

 
 

 

 

5) Angka 

Kemiskinan pada 
Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka yang 

meningkat pada 

tahun 2017. 

6) Masih rendahnya 
perlindungan 

hokum untuk 

tenaga kerja 

 
 

 

 

 

 
3) Moratorium 

perekrutan 

pegawai yang 

menghambat 

pelayanan 

 
 

 

 

 

 
 

4) Kualitas 

pendidikan dan 

keterampian 

tanga kerja masih 

rendah 
 

 

 

 

 

5) Kesempatan dan 
lapangan kerja 

yang terbatas 

 

 

6) Masih ada 
perusahaan yang 

memberikan 

upah tidak sesuai 

UMK dan 

Mengimplementa

sikan peraturan 
perundangan 

tentang jaminan 

sosial 

ketenagakerjaan 

dan kesehatan 

 

dididik sebagai 
instruktur 

 

 

3) Alokasi anggaran 

untuk Non ASN 
dan 

meningkatkan 

SDM yang ada 

dalam 

peningkatan 

kompetensi 
melaluti Bimtek 

dan Diklat. 

4) Peningkatan 

pendidikan dan 

pelatihan kerja 
yang berbasis 

kompetensi 

untuk 

masyarakat dan 

tenaga kerja 

5) Perluasan 
kesempatan dan 

lapangan kerja 

 

 

6) Peraturan 

Pemerintah yang 
berlaku tentang 

ketenagakerjaan 

dan UMK sudah 

cukup 

mendukung 
untuk 

pengelolaan 

urusan 

ketenagakerjaan 

dan 

Melaksanakan 
koordinasi yang 

berkesinambunga

n dan cukup 

intens dengan 

pihak terkait 

 Penciptaan Hubungan 

Industrial yang  
Harmonis dan 

Memperbaiki Iklim 

Ketenagakerjaan 

Perselisihan 

hubungan antara 
pekerja dan 

perusahaan masih 

terjadi setiap 

tahunnya 

Belum optimalnya 

peran lembaga 
ketenagakerjaan 

Peningkatan mitra 

kerja antara lembaga 
ketenagakerjaan dan 

perusahaan melalui 

tripartite dan bipartit 

 Meningkatnya jumlah 

satua permukiman 

baru dan pemenuhan 

daya tamping (KK) 

Kurangnya lahan 

pemukiman 

Kurangnya lahan 

pemukiman untuk 

permukiman 

transmigrasi baru 

Melakukan 

musyawarah kepada 

masyarakat untuk 

pembukaan lahan 

untuk kawasan 
transmigrasi 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber 

daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri dan pariwisata 

ekologis. 

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat secar khusus tidak ada keterkaitan langsung 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupate Kotawaringin Barat tetap mendukung 

penuh dalam pencapaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya 

Lingkungan Hidup yang baik di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Dalam penentuan isu-isu strategis didasarkan peda permasalahan 

dan telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih, telaahan renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, telaahan 

renstra Kementerian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi RI, telaah renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan telaahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan isu-

isu strategis yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian untuk 5 (lima) tahun kedepam yaitu : 
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1. Tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Kotawaringin 

Barat; 

2. Angka pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan 

kesempatan / lapangan kerja; 

3. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja; 

4. Kompetensi lulusan BLK masih rendah sehingga tidak mampu 

bersaing di pasar kerja dalam mendukung penurunan 

pengangguran dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja masih belum optimal; 

5. Kurangnya pembinaan dan peningkatan wajib lapor informasi 

lowongan kerja dari Perusahaan sehingga informasi bursa kerja 

online dan lowongan kerja tidak mendukung dalam perluasan 

kesempatan kerja; 

6. Balai Latihan Kerja yang masih belum memadai untuk kegiatan 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; 

7. Rendahnya motivasi masyarakat pada daya saing dan keterampilan 

untuk penyerapan dan terciptanya lapangan kerja dalam 

berwirausaha; 

8. Penegakan hokum dan perlindungan tenaga kerja yang masih belum 

optimal. 

9. Masih rendahnya pengetahuan pengusaha tentang peraturan 

ketenagakerjaan sehingga tingginya kasus perselisihan hubungan 

industrial; 

10. Tidak tersedianya lahan untuk pembukaan permukiman kawasan 

transmigrasi. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan  

Berdasarkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 

diamanatkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah Misi ke – 3 yaitu “Mendorong Penguatan 

Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti 

Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan 

Sumber Energi Dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup”. 

Dalam pencapaian visi dan misi Kepalad Daerah Terpilih Kabupaten 

Kotawaringin Barat tujuan adalah hal penting harus dilakukan agar 

terlaksananya visi dan misi dan tertangani permasalahan dan isu 

stratgeis selam 5 (lima) tahun kedepan. 

Adapun tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang diamanatkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu “Meningkatkan 

Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”. 

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan berdasarkan misi dan 

tujuan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah 

pengangguran yang berpengaruh terhadap dengan angka kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah 

Daerah. Berdasarkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan tujuan rencana strategis 

untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu : 

1. Penurunan  tingkat pengangguran  

2. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan berusaha dan bekerja 

bagi pengusaha dan pekerja 

3. Pemerataan perseberan penduduk  

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan 

akuntabel 
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4.2 Sasaran  

Dalam pelaksanaan Misi ke – 3 yaitu “Mendorong Penguatan 

Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti 

Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan 

Sumber Energi Dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup”, maka 

sasaran dan indikato harus ditentukan yang merupakan alat ukur 

dalam pencapaian misi tersebut.  

Adapun sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang diamanatkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu “Menurunnya 

Tingkat Pengangguran”. 

Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 

tersebut, maka Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat menetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun kedepan 

yaitu : 

1. Menurunnya tingkat pengangguran 

2. Meningkatnya perlindungan hukum pengusaha dan pekerja 

3. Pembangunan kawasan transmigrasi baru 

4. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi 

5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat 

daerah 

 

Tujuan dan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-

2022 diuraikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi  

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 
 

Tujuan OPD Sasaran Renstra 
Indikator Sasaran 

Renstra 
SPM 

Formulasi / Rumus 

Perhitungan 

Target 

Tahun 

Dasar 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Penurunan Tingkat 

Pengangguran 

Menurunnya tingkat  

pengangguran 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

  Jumlah penganggur / Jumlah 

angkatan kerja x 100% 
3,25% 3,2% 2,93% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 

Persentase peningkatan 

kualitas dan 

produktifitas tenaga 

kerja 

  Jumlah peserta pelatihan yang 

bekerja pasca pelatihan / 

jumlah peserta pelatihan x 100% 
65% 70% 75% 80% 85% 87% 90% 

Mewujudkan 

keamanan dan 

kenyamanan 

berusaha dan 

bekerja bagi 

pengusaha dan 

pekerja 

Meningkatnya 

perlindungan hukum 

pengusaha dan 

pekerja 

Persentase 

terselesaikannya 

perselisihan hubungan 

industrial 

  Jumlah perkara yang 

diselesaikan dengan Perjanjian 

Bersama /Jumlah Pengaduan x 

100% 50% 50% 50% 50% 50% 55% 60% 

Pemerataan 

perseberan 

penduduk 

Pembangunan 

kawasan 

transmigrasi baru 

Persentase peningkatan 

status dokumen 

rencana satuan 

pemukiman 

  Jumlah dokumen yang dikaji / 

Jumlah seluruh dokumen kajian 

x 100% 
- 20% 20% 20% 20% 40% 60% 

Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan 

yang efektif, efisien 

dan akuntabel 

Menyediakan 

kebutuhan 

penunjang perangkat 

daerah dalam 

melaksanakan tugas 

dan fungsi 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan penunjang 

perangkat daerah 

 Rata-rata persentase capaian 

program, 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Menyediakan 

dukuan bagi 

pencapaian nilai 

SAKIP perangkat 

daerah 

Nilai SAKIP perangkat 

daerah 

 Range Nilai SAKIP - 80 80 80 85 90 100 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi adalah cara dan langkah yang dituangkan dalam program-

program sebagai prioritas pembangunan daerah melalui perangkat 

daerah teknis dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan 

adalah rumusan kerangka kerja dalam menyelsaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan oleh 

perangkat daerah yang merupakan pedoman dalam melaksanakan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Penentuan altrnatif strategi pencapaian dari setiap indicator saran 

maka diperlukan untuk melakukan analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Oppurtunity dan Threats). 

Dasar analisa SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity dan Threats) 

adalah hasil dari telaah isu-isu stratgeis yang telah dirumuskan pada 

bab IV yang diuraikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.1 

Analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Oppurtunity dan Weakness) 

 
Internal 

 

 

     

 

 

 

  Eksternal 

 

 

 

 

 

Kekuatan(Strenghts) Kelemahan(Weakneses) 

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar 
administrasi perkantoran dalam 
mendukung pencapaian tujuan 

2. Eksistensi kelembagaan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi;  

3. Tersedia sarana dan prasarana Balai 
Latihan Kerja; 

4. Adanya komitmen bersama dalam 
pelaksanaan pembangunan bidang 
Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian; 
5. Adanya dukungan sarana dan 

prasarana di bidang pendidikan dan 
pelatihan kerja. 

6. Hubungan industrial yang masih 
kondusif; 

7. Tersedianya sarana dan prasarana 
pelayanan publik (Pelayanan 
pembuatan AK.I) 

8. Lahan yang masih cukup luas untuk 
pembukaan kawasan transmigrasi 

 

 

 

 

 

 

 

1. Keterbatasan jumlah SDM yang 
membidangani ketenagakerjaan; 

2. Kurangnya motivasi masyarakat 
dalam jiwa berwirausaha 

3. Angka angkatan kerja yang 
meningkat tidak sebanding dengan 
kesempatan kerja 

4. Kualitas pendidikan tenaga kerja 
masih rendah untuk bersaing di 
pasar kerja 

5. Kurangnya kualitas dan kuantitas 
instruktur pendidikan dan pelatihan 
yang kompeten sesuai dengan 
bidangnya; 

6. Sarana dan prasarana Balai Latihan 
Kerja masih belum memadai 

7. Payung hukum tentang 
ketenagakerjaan masih belum 
terlaksana dengan optimal 

8.  Lahan transmigrasi masih perlu 
dikaji dan dimusyarwarahkan 
kepada masyarakat 

Peluang (Opportunities) Strategi (SO) Strategi (WO) 

1. Mendorong peningkatan 

kesempatan 
2. Melaksanakan pelatihan kerja 

dan pendidikan berbasis 
kompetensi dalam 

3. Melakukan sosialisasi tentang 
peraturan ketenagakerjaan 
kepada seluruh 

4. Musyawarah kepada seluruh 
masyarakat untuk pembukaan 
lahan sehingga dapat 

5. Meningkatkan kualitas aparatur 
dengan mengikuti Bimtek, Diklat 

dan pendidikan lainnya 

1. Meningkatkan kebutuhan 

anggaran untuk 

mengoptimalkan pencapaian 

program prioritas 

2. Mengoptimalisasi perluasan 

lapangan kerja melalui 

penguatan lembaha 

pendidikan dan pelatihan 

dalm upaya penurunan 

tingkat pengangguran terbuka 

melalui pengembangan 

kemitraan dengan berbagai 

pihak perusahaan dan 

masyarakat 

 

Meningkatkan daya saing 

tenaga kerja dengan kompetensi 

pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja serta 

pemahaman dengan syarat 

kerja 

Ancaman(Threats) Strategi (ST) Strategi (WT) 

1. Tuntutan masyarakat terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan 
prima dalam peningkatan 
kesempatan kerjaPerubahan 
lingkungan yang cepat menuntut 
penigkatan kompetensi tenaga 
kerja;  

2. Tingkat pengangguran tinggi dan 
tidak diimbangi dengan 
kebutuhan pasar kerja 

3. Tingginya kasus hubungan 
industrial dan jaminan sosial 
tenaga kerja dari 

4. Lahan pemukiman transmigrasi 
yang masih perlu untuk dikaji 
dan persetujuan 

5. Terbatasnya kualitas dan 
kuantitas SDM Aparatur teknis 

Mengoptimalisasi pelayanan 

kepada masyarakat terhadap 

peningkatan kesempatan kerja 

sesuai dengan kompetensi tenaga 

kerja dan tersedinya lahan 

permukiman transmigrasi 

Meningkatan pemberdayaan 

masayakat dalam 

pertumbuhan ekonomi dengan 

penurunan tingkat 

pengangguran dan penempatan 

transmigran dalam 

peningkatan ekonomi 
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Berdasarkan analisis SWOT di atas maka dapat dirumuskan 

beberapa kebijakan pembangunan dengan melalui empat perpektif yaitu 

terdiri dari : 

1. Perspektif masyarakat 

2. Perspektif proses internal 

3. Perspektif kelembagaan 

4. Perspektif keuangan 

Berdasarkan alternative strategi yang telah ditentukan di atas, maka 

dirumuskan strategi untuk menentukan strategi seperti tabel di bawah 

ini : 

Tabel 5.2 

Penentuan Strategi 

No Perspektif Alternative Strategi Strategi 

1 Perspektif Masyarakat Mengoptimalisasi pelayanan kepada 

masyarakat terhadap peningkatan 

kesempatan kerja sesuai dengan 

kompetensi tenaga kerja dan 

tersedinya lahan permukiman 

transmigrasi 

Meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dan 

perluasan kesempatan kerja 

melalui pendidikan dan 

pelatihan kompetensi dalam 

peningkatan kualitas 

kompetensi untuk siap 

bersaing di pasar kerja 

melalui pendekatan 

kemitraan dengan berbagai 

pihak perusahaan swasta 

dan masyarakat dalam 

mendorong peningkatan 

ekonomi 

 

2 Perspektif proses internal 

 

Mengoptimalisasi perluasan 

lapangan kerja melalui penguatan 

lembaha pendidikan dan pelatihan 

dalm upaya penurunan tingkat 

pengangguran terbuka melalui 

pengembangan kemitraan dengan 

berbagai pihak perusahaan dan 

masyarakat 

Meningkatkan daya saing tenaga 

kerja dengan kompetensi pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja serta pemahaman dengan 

syarat kerja 

3 Perspektif kelembagaan 

 

Meningkatan pemberdayaan 

masayakat dalam pertumbuhan 

ekonomi dengan penurunan tingkat 

pengangguran dan penempatan 

transmigran dalam peningkatan 

ekonomi 

4 Perspektif keuangan 

 

Meningkatkan kebutuhan anggaran 

untuk mengoptimalkan pencapaian 

program prioritas 
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Berdasarkan tabel di atas maka dirumuskan arah kebijakan agar 

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Perumusan arah kebijakan harus memperhatikan strategi karena untuk 

mendukung strategi yang telah ditetapkan. 

Mengacu pada strategi yang telah ditetapkan, maka diuraikan arah 

kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5.3 

Arah Kebijakan 

Strategi  Arah Kebijakan Program 

Meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dan 

perluasan kesempatan kerja 

melalui pendidikan dan 

pelatihan kompetensi dalam 

peningkatan kualitas 

kompetensi untuk siap 

bersaing di pasar kerja 

melalui pendekatan 

kemitraan dengan berbagai 

pihak perusahaan swasta 

dan masyarakat dalam 

mendorong peningkatan 

ekonomi 

 

Menurunkan tingkat 

jumlah pengangguran 
melalui pendidikan dan 

pelatihan kerja yang 

berbasis kompetensi 

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

Program Peningkatan 
Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Penguatan perlindungan 

hukum dan peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja 

Program Perlindungan 

Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Mengoptimalisasi 
pemerataan penduduk 

yang terarah melalui 

pembangunan permukiman 
transmigrasi 

Program Pembangunan 
dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 

Mengoptimalisasi tata 

kelola pemerintahan yang 

efektif dan akuntabel 

dengan meningkatkan 

kinerja pemerintahan 

daerah 

Program Pelayanan 

Administari Perkantoran 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Program Fasilitas 

Pinda/Purna Tugas PNS 

 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

  Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

 

Berdasarkan penentuan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 201-

2022 dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang 

relevans dan konsistensi diuraikan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.4 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Visi ”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU 
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS” 

Misi ke - 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis 
pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta 

pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan 

memperhatikan lingkungan hidup 

Tujuan 1 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan 

Sasaran ke - 5 Menurunnya tingkat pengangguran 

Indikator Tujuan ke - 2 Angka Kemiskinan 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 Penurunan  tingkat 

pengangguran 

Menurunnya tingkat 

pengangguran 

Meningkatkan 

pelayanan 

kepada 
masyarakat dan 

perluasan 

kesempatan 
kerja melalui 

pendidikan dan 

pelatihan 
kompetensi 

dalam 

peningkatan 

kualitas 
kompetensi 

untuk siap 

bersaing di 
pasar kerja 

melalui 

pendekatan 
kemitraan 

dengan berbagai 

pihak 
perusahaan 

swasta dan 

masyarakat 

dalam 
mendorong 

peningkatan 

ekonomi 
 

Menurunkan 

tingkat jumlah 

pengangguran 
melalui 

pendidikan dan 

pelatihan kerja 
yang berbasis 

kompetensi 

2 Mewujudkan 

keamanan dan 

kenyamanan 
berusaha dan bekerja 

bagi pengusaha dan 

pekerja 
 

Meningkatnya 

perlindungan 

hukum pengusaha 
dan pekerja 

 

Penguatan 

perlindungan 

hukum dan 
peningkatan 

kesejahteraan 

tenaga kerja 

3 Pemerataan 
perseberan penduduk  

 

Pembangunan 
kawasan 

transmigrasi baru 

 

Mengoptimalisasi 
pemerataan 

penduduk yang 

terarah melalui 
pembangunan 

permukiman 

transmigrasi 

4. Menyediakan tata 

kelola pemerintahan 
yang efektif, efisien 

dan akuntabel 

Menyediakan 

kebutuhan 
penunjang 

perangkat daerah 

dalam 
melaksanakan tugas 

dan fungsi 

Mengoptimalisasi 

tata kelola 
pemerintahan 

yang efektif dan 

akuntabel dengan 
meningkatkan 

kinerja 

pemerintahan 

daerah 
Menyediakan 

dukungan bagi 

pencapaian nilai 
SAKIP perangkat 

daerah 
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Berdasarkan tabel diatas, maka setiap pernyataan arah kebijakan 

dirumuskan berdasarkan tahun dimana kapan arah kebijakan itu 

dapat dijalankan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diuraikan dalam 

bentuk tematik pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tabel tematik pembangunan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 5.5 
Tematik Pembangunan 

No Arah Kebijakan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Menurunkan 

tingkat jumlah 

pengangguran 
melalui 

pendidikan dan 
pelatihan kerja 
yang berbasis 
kompetensi 

      

2 Penguatan 
perlindungan 
hukum dan 
peningkatan 

kesejahteraan 
tenaga kerja 

      

3 Mengoptimalisasi 
pemerataan 
penduduk yang 
terarah melalui 
pembangunan 
permukiman 
transmigrasi 

      

4 Mengoptimalisasi 
tata kelola 
pemerintahan 

yang efektif dan 
akuntabel dengan 
meningkatkan 

kinerja 
pemerintahan 
daerah 

      

Tematik Pembangunan 

Menyiapkan 
kapasitas 
tenaga kerja 

yang 
terampil/ 
kompeten 
melalui 

pendidikan 
dan 
pelatihan 
untuk 
mengurangi 
jumlah 
penganggur
an terbuka 

Membangun 
kapasitas 
kelembagaa

n pelatihan 
ketenagaker
jaan untuk 
mengurangi 

jumlah 
penganggur
an terbuka, 
perlingunga
n dan 
jaminan 
sosial 
tenaga kerja 

serta 
penguatan 
sitem 
pembangun
an kawasan 
trasmigrasi 
baru 

Menguatk
an 
kapasitas 

kelembaga
an 
pelatihan 
ketenagak

erjaan 
untuk 
meningka
tkan 
produktivi
tas tenaga 
kerja 

Peningk

atan 

kualitas 

dan 

produkti

vitas 

tenaga 

kerja 

Ekstensifi

kasi 

tenaga 

kerja 

terampil/

kompeten 

Stabilisasi 
tenaga kerja 
yang terlatih, 

penempatan 
tenaga kerja 
melalui bursa 
kerja yang 

tersedia, 
terselesaikan 
kasus 
hubungan 
industrial, 
serta 
terbangunnya 
kawasan 

transmigrasi 
baru 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1 Rencana Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-

2022, Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin  yang 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah 

Terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 untuk bidang 

tenaga kerja, yaitu : 

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Dalam mendukung Prorgam Prioritas Pembangunan, maka didukung 

dengan program prioritas urusan dasar / rutin dan program prioritas 

SKPD yang menunjang dalam pencapaian program pembangunan 

Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 

6.1.1 Program Prioritas Urusan Dasar / Rutin 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

6.1.2 Program Prioritas SKPD 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktitvitas Tenaga Kerja 

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

4) Program Pembangunan dan Pengembanagn Kawasan 

Transmigrasi 
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6.2 Rencana Kegiatan 

Berdasarkan program diatas, maka rencana kegiatan yang 

dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

6.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a) Penyediaan jasa surat menyurat 

b) Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

e) Penyediaan jasa administrasi kebersihan 

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

g) Penyediaan alat tulis kantor 

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 

j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

k) Penyediaan peralatan rumah tangga 

l) Penyediaan makanan dan minuman 

m) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

6.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a) Pembangunan gedung kantor 

b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

d) Pengadaan Meubelair 

e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

i) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

6.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a) Pengadaan mesin/kartu absensi 

b) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
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6.2.4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 

a) Pemulangan pegawai yang pensiun 

6.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan 

6.2.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 

c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

6.2.7 Program Peningkatan Kualitas dan Produktitvitas Tenaga 

Kerja 

a) Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari 

kerja 

b) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 

c) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana LLK 

6.2.8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

a) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

b) Penyiapan tenaga kerja siap pakai/perluasan kesempatan 

kerja 

c) Penempatan tenaga kerja 

6.2.9 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

a) Penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial 

b) Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum Jaminan Sosial 

c) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 

Ketenagakerjaan 

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
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6.2.10 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

a) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana 

dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 

b) Pelayanan pertanahan dan pembangunan permukiman 

transmigrasi 

c) Pengembangan usaha, sosial budaya dan peningkatan 

kapasitas SDM Transmigrasi 

 

6.3 Rencana Pendanaan Indikatif 

Berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

5 (lima) tahun kedepan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 

Terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat, maka disusunlah rencana 

kerangka pendanaan untuk Tahun 2017-2022 pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang diuraikan pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.6 

Rencana Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 

Tujuan Sasaran 
Ko 
de 

Program 

dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran, 

Program dan 
Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode Renstra Penanggung 
Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel  

Menyediakan 
kebutuhan 
penunjang 
perangkat 
daerah dalam 
melaksanaka
n tugas dan 
fungsi 

 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

% 

  

1.168.907.786 

  

1.379.410.500 

  

3.875.200.228 

  

8.114.000.000 

  

9.006.800.000 

Sekretariat 

 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

Jumlah 
paket/surat 
yang 
terkirim  

Buah 400 4.500.000 325 2.625.000 400 5.000.000 450 6.000.000 500 7.000.000 

  

 

Penyediaan 
Jasa 
komunikasi 
sumber daya 
air dan listrik 

Waktu 
penyediaan 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan 
listrik  

Bulan 12 140.142.366 12 113.600.000 13 91.920.000 13 125.000.000 13 135.000.000 

  

 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaan 
dan perizinan 
kendaraan 
dinas/ 
operasional 

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operas
ional yang 
disediakan 
jasa 
pemeliharaa
n dan 

perizinan   

Unit 22 5.150.000 9 4.193.100 9 5.000.000 10 8.000.000 10 8.500.000 

  

 

Penyediaan 
jasa 
administrasi 
keuangan 

Jumlah jasa 
administrasi 
keuangan 
yang 
disediakan 

Bulan 13 162.652.170 13 149.938.080 13 342.402.600 13 415.000.000 13 435.000.000 

  

  

Penyediaan 
jasa 
kebersihan 
kantor 

Jumlah jasa 
kebersihan 
kantor yang 
disediakan 

Bulan 13 109.072.750 13 109.517.950 13 113.452.000 13 130.000.000 13 140.000.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  

Penyediaan 
jasa 
perbaikan 
peralatan 
kerja 

Jumlah jasa 
perbaikan 
peralatan 
kerja yang 
disediakan 

Unit 39 27.910.000 30 21.500.000 30 30.206.000 35 85.000.000 32 88.000.000 

  

  

Penyediaan 
alat tulis 
kantor 

Jumlah alat 
tulis  kantorr 
yang 
disediakan  

Jenis 64 58.375.000 59 53.080.700 59 50.997.020 59 52.000.000 59 53.000.000 

  

  

Penyediaan 
barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah 
barang 
cetakan dan 
penggandaa
n yang 
disediakan 

Jenis/ 
lembar 

70000 53.943.500 
10662

1 
54.212.300 

14500
0 

54.257.300 
20000

0 
58.000.000 

15000
0 

59.500.000 

  

  
  

Penyediaan 
komponen 
instalasi 

listrik/penera
ngan 
bangunan 
kantor 

Jumlah 
omponen 
instalasi 

listrik/pener
angan 
bangunan 
kantor yang 
disediakan   

Jenis 10 10.228.000 10 8.812.270 15 9.253.590 25 15.000.000 27 17.500.000 

  

  
  

Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah 
peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 
yang 
disediakan 

Jenis 10 91.750.000 13 57.642.000 1 1.950.000 7 95.000.000 8 125.000.000 

  

  
  

Penyediaan 
peralatan 
rumah tangga 

Jumlah  
Peralatan 
rumah 
tangga yang 
disediakan  

Jenis 12 26.990.000 10 1.701.600 7 2.360.000 10 6.500.000 15 7.500.000 

  

  
  

Penyediaan 
makanan dan 
minuman 

Jumlah 
orang yang 
disediakan 
makanan 
dan 
minuman  

Orang 120 3.000.000 40 1.400.000 40 4.725.000 50 6.500.000 40 6.800.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  
  

Rapat-rapat 
kordinasi dan 
konsultasi ke 
luar daerah 

Jumlah 
rapat-rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
ke dalam 
dan luar 
daerah  

Laporan 30 176.354.000 40 214.447.500 40 329.236.718 60 450.000.000 47 210.000.000 

  

   

Monitoring  
Laporan  - 0  - 0  - 0 40 50.000.000 45 55.000.000 

 

  

 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

%   
149.420.00

0 
100 

293.370.00
0 

100 
1.417.220.0

00 
100 

3.331.000.0
00 

100 
3.857.000.0

00 

Sekretariat 

  

  

Pembangunan 
gedung 
kantor 

Jumlah 
gedung 
kantor yang 
dibangun 

Unit  - 0  - 0 0 0 1 750.000.000 1 850.000.000 

  

  
  

Pengadaan 
kendaraan 
dinas 
/operasional 

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operas
ional yang 
diadakan 

Unit  - 0  - 0 0 0 4 650.000.000 4 700.000.000 

  

  
  

Pengadaan 
perlengkapan 
gedung 
kantor 

Jumlah 
perlengkapa
n gedung 
kantor yang 
diadakan 

Jenis  - 0 1 7.200.000 0 0 2 15.000.000 3 20.000.000 

  

  
  

Pengadaan 
Meubelair 

Jumlah jenis 
meubelair 

yang 
disediakan 

Jenis 4 62.200.000 4 39.100.000 2 12.000.000 4 75.000.000 5 90.000.000 

  

  
  

Pemerliharaa
n 
rutin/berkala 
rumah dinas 

Jumlah 
rumah dinas 
yang 
dipelihara 

Unit      - 0     2 75.000.000 2 95.000.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  
  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung 
kantor 

Jumlah 
gedung 
kantor yang 
dipelihara 

Unit     2 186.950.000 1 15.500.000 2 175.000.000 3 250.000.000 

  

  

  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/ 
operasional 

Jumlah 
kendaraan 
dinas/operas
ional yang 
dipelihara  

Unit 23 72.100.000 9 45.000.000 9 44.600.000 10 58.000.000 11 65.000.000 

  

  
  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan 
gedung 
kantor 

Jumlah jenis 
perlengkapa
n gedung 
kantor yang 
dipelihara  

Jenis      - 0 0 0 1 15.000.000 1 17.500.000 

  

  

  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan 
gedung 
kantor 

Jumlah jenis 
peralatan 
gedung 
kantor yang 
dipelihara  

Jenis 20 15.120.000 2 15.120.000 20 15.120.000 22 18.000.000 22 19.500.000 

  

  
  

Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung 
kantor 

Jumlah 
gedung 
kantor yang 
direhabilitasi  

Unit  - 0  - 0 1 
1.330.000.00

0 
1 

1.500.000.00
0 

2 
1.750.000.00

0 

  

  
  

Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Disiplin 
Aparatur %   62.500.000   45.800.000   55.200.000   55.000.000   60.000.000 

Sekretariat 

  

  

Pengadaan 
mesin/kartu 
absensi 

Jumlah 
mesin 
absensi yang 

disediakan 

Unit 1 7.500.000  - 0 0 0 0 0 0 0 

  

  
  

Pengadaan 
pakaian dinas 
beserta 
perlengkapan
nya 

Jumlah 
pakaian 
dinas 
beserta 
perlengkapa
nnya yang 

Stel 100 55.000.000 80 45.800.000 100 55.200.000 100 55.000.000 100 60.000.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

diadakan  

  

  

Program 
Fasilitas 
Pindah / 
Purna Tugas 
PNS 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Fasilitas 
Pindah / 
Purna Tugas 

PNS 

%   15.000.000   0   15.000.000   30.000.000   40.000.000 

Sekretariat 

  
  

Pemulangan 
Pegawai yang 
Pensiun 

Jumlah 
pegawai 
pensiun 
yang 
dipulangkan  

Orang  1 15.000.000  - 0 1 15.000.000 2 30.000.000 2 40.000.000 

  

  
  

Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 

Pelayanan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber 
Daya 

Aparatur 

%   
108.000.00

0 
  

110.000.00
0 

  
114.000.00

0 
  

110.000.00
0 

  
125.000.00

0 

Sekretariat 

  
  

Bimbingan 
teknis 
implementasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

Jumlah 
orang yang 
mengikuti 
bimbingan 
teknis 
implementas
i peraturan 

perundang-
undangan 

Orang 12 108.000.000 10 110.000.000 12 114.000.000 10 110.000.000 10 125.000.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

 

Menyediak
an 
dukungan 
bagi 
pencapaia
n nilai 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

  

Program 
Peningkatan 

Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan 

Pelayanan 
Peningkatan 
Pengembang
an Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

%   9.232.400   1.779.300   24.480.850   26.390.000   28.450.000 

Sekretariat 

  
  

Penyusunan 
laporan 
capaian 

kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah 
laporan 
capaian 

kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja skpd  

Laporan 1 593.200 1 593.100 1 651.950 1 695.000 1 725.000 

  

  
  

Penyusunan 
laporan 
keuangan 
semesteran 

Jumlah laporan 
keuangan 
semesteran  Laporan 2 593.200 2 593.100 2 651.950 2 695.000 2 725.000 

  

  

  

Penyusunan 
laporan 
keuangan 

akhir tahun 

Jumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun  Laporan 1 8.046.000 1 593.100 1 23.176.950 1 25.000.000 1 27.000.000 

  

Penurunan  
tingkat 
penganggu
ran 

Menurunn
ya tingkat 
penganggu
ran 

  

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Persentase  
jumlah peserta 
pelatihan yang 
terserap di 
pasar kerja  

%   1.726.881.500   2.197.854.000   2.205.043.432   2.745.000.000   2.771.000.000 

Bidang 
Pelatihan Kerja 

dan 
Produktivitas 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  
  

Pengadaan 
peralatan 
pendidikan 
dan pelatihan 
bagi pencari 
kerja 

Jumlah jenis 
sarana dan 
prasarana 
peralatan 
pendidikan dan 
pelatihan bagi 
pencari kerja Jenis 29 522.250.000 58 1.010.000.000 37 665.260.000 42 1.205.000.000 47 1.125.000.000 

  
  

Pendidikan 
dan pelatihan 
keterampilan 

bagi pencari 
kerja 

Jumlah peserta 
pelatihan 
keterampilan 

bagi pencari 
kerja 

Orang 320 
1.101.441.50

0 
126 

1.113.724.00
0 

128 
1.339.383.43

2 
128 

1.305.000.00
0 

144 
1.376.000.00

0 

  

  

  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
sarana dan 
prasarana 
LLK 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
LLK yang 
dipelihara 

Unit 20 103.190.000 40 74.130.000 12 120.000.000 12 135.000.000 12 150.000.000 

  

  
  

Promosi dan  
Peningkatan 
Produktivitas' 

Jumlah peserta 
pelatihan yang 
mengikuti 
kegiatan 
promosi dan 
peningkatan 

Produktivitas 

Orang  - 0  - 0 40 80.400.000 40 100.000.000 40 120.000.000 

  

   

Pembinaan, 
Perizinan dan 
Pemantauan 
Lembaga 
Pelatihan 
Kerja 

Jumlah 
Lembaga 
Pelatihan Kerja 
(LPK) yang 
dibina sesuai 
Peraturan 
Kelembagaan 
Pelatihan 

LPK  - 0  - 0 5 
 

5 100.000.000 100 125.000.000 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  
  

Program 
Peningkatan 

Kesempatan 
Kerja 

Tingkat 
Penempatan 

Tenaga Kerja  
%   

415.665.40
0 

  
313.703.20

0 
  

659.425.60
0 

  
782.469.20

0 
  

938.963.10
0 

Bidang 
Penempatan 

Tenaga 
Kerja dan 
Perluasan 

Kesempatan 
Kerja 

  
  

Penyusunan 
informasi 
bursa tenaga 
kerja 

Jumlah laporan 
informasi bursa 
tenaga kerja 

Lapora
n 

1 192.897.400 1 122.947.000 12 141.169.750 12 180.204.000 12 216.244.800 

  
  

Penyiapan 
tenaga kerja 
siap 
pakai/perluas
an 
kesempatan 
kerja 

Jumlah peserta 
pelatihan 
tenaga kerja 
siap 
pakai/padat 
karya 

Orang 60 222.768.000 40 190.756.200 106 498.106.000 126 574.245.000 126 689.094.000 

  

  

  

Penempatan 
tenaga kerja 

Jumlah 
penempatan 
tenaga kerja 
asing (TKA) 
berdasarkan 
laporan 
perusahaan 

Orang  - 0  - 0 59 20.149.850 59 28.020.200 59 33.624.300 

  

Mewujudk

an 

keamanan 

dan 

kenyaman

an 

berusaha 

dan 

bekerja 

bagi 

pengusaha 

dan 

pekerja 

 

Meningka

tnya 

perlindun

gan 

hukum 

pengusah

a dan 

pekerja 

 
  

Program 
Perlindungan 
Pengembang
an Lembaga 
Ketenagakerj
aan 

Persentase 
penurunan 
pengaduan 
perselisihan 
hubungan 
industrial dan 

perlindungan 
hukum bagi 
jaminan sosial 
bagi tenaga 
kerja 

%   257.840.000   150.140.000   117.979.990   181.353.680   229.924.520 

Bidang 
Hubungan 
Industrial 

dan 
Jaminan 

Sosial 

Tenaga 
Kerja 

  

Penyelesaian 
prosedur 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

1) Jumlah 
pengaduan 
perselisihan HI  kasus   90.690.000   58.490.000 20 57.799.050 15 76.560.000 10 91.872.000 

  
  

  2) Jumlah 
pengaduan 
yang tertangani kasus         4   6   10   
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

  
  

Penyelesaian 
prosedur 
perlindungan 
hukum 
jaminan 
sosial  

Jumlah 
rekomendasi 
Penetapan 
Upah Minimum 
Kabupaten  

Doku
men 

1 60.000.000 1 46.500.000 2 43.180.100 2 63.792.000 2 76.550.000 

  

  
  

Sosialisasi 
berbagai 
peraturan 
pelaksanaan 
tentang 
ketenagakerja
an 

Jumlah peserta 
kegiatan 
sosialisasi 
peraturan 
pelaksanaan 
tentang 
ketenagakerjaa
n 

Orang 150 107.150.000 20 45.150.000 30 17.000.840 45 41.001.680 54 61.502.520 

  

  
  

Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

Jumlah laporan 
monitoring dan 
evaluasi 
kegiatan 
penyelesaian 
perlindungan 
hukum dan 
jaminan sosial 
tenaga kerja 

Laporan  10 36.100.000 1 40.100.000 1 30.509.700 3 63.765.000 3 85.020.000 

  

  
  

Program 
Pengembang
an Wilayah 
Transmigrasi 

Persentase 
peningkatan 
status 
dokumen 
rencana satuan 
pemukiman 

  100 
478.490.91

4 
                

Bidang 
Transmigrasi 

  
  

Penyediaan 
dan 
Pengelolaan 

Prasarana 
dan Sarana 
Sosial dan 
Ekonomi di 
Kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah 
dokumen hasil 
study dan 

rencana teknis 
satuan 
pemukiman 

Doku
men 

1 478.490.914  - 0  - 0  - 0  - 0 
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Tujuan Sasaran 
Ko 

de 

Program 
dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program dan 

Kegiatan 

Satuan 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode Renstra Penanggung 

Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Pemerataa

n 

perseberan 

penduduk  

 

Pembangu

nan 

kawasan 

transmigra

si baru 

 

  

Program 
Pembanguna

n dan 
Pengembang
an Kawasan 
Transmigrasi 

Persentase 
peningkatan 

status 
dokumen 
rencana satuan 
pemukiman 

%  - 0 100 
360.050.00

0 
100 

505.400.00
0 

100 
5.500.000.0

00 
100 

8.500.000.0
00 

Bidang 
Transmigrasi 

  

Penataan 
persebaran 
penduduk 
dan 
pengemba
ngan 
sarana dan 
prasarana 
di 
kawasan 
transmigra
si 

Jumlah kajian 
pembangunan 
permukiman 

Doku
men 

 - 0 1 360.050.000 1 505.400.000 1 
1.500.000.00

0 
2 

2.500.000.00
0 

  

Pelayanan 
pertanaha
n dan 
pembangu
nan 
permukim

an 
transmigra
si 

Jumlah 
sertifikat 
yang 
dikeluarkan 
rekomendasi
nya 

Doku
men 

 - 0  - 0 0 0 30 
2.000.000.00

0 
30 

3.000.000.00
0 

  

      

Pengemba
ngan 
usaha, 

sosial 
budaya 
dan 
peningkata
n 
kapasitas 
SDM 
Transmigr
asi 

Jumlah 
kelompok 
usaha, sosial 

budaya dan 
peningkatan 
kapasitas 
SDM 
Transmigrasi 
(Pembinaan 
Eks. Trans 
dan Trans 
Baru) 

Kelom
pok 

 - 0  - 0 0 0 30 
2.000.000.00

0 
30 

3.000.000.00
0 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap 

unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis 

pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit 

organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh masing-masih daerah. 

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan 

meningkatan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dihitung dalam 

pencapaian kinerja dalam tahan perencanaan, pelaksanaan dan setelah 

kegiatan selesai. 

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada 

Indikator Sasaran  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka”. Indikator kinerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

akan direncanakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat diuraikan pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat 
 

No 
Tujuan 

RPJMD 

Indikator 
Tujuan 

RPJMD 

Sasaran 

RPJMD 

Indikator 
Sasaran 

RPJMD 

Tujuan Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 
Transmigrasi 

Sasaran Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 
Transmigrasi 

Sasaran Dinas 
Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Formulasi  

 

Kondisi 

Awal 

Target Kinerja Tujuan /Sasaran 
Pada Tahun Ke - 

Target 
Kinerja 
Akhir 

Periode 

Renstra 

Bidang Urusan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Meningkatkan 

Kemandirian 
Ekonomi yang 
Berkelanjutan 

Angka 
Kemiskinan 

Menurunnya tingkat 
pengangguran 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Penurunan  
tingkat 
pengangguran 

Menurunnya 
tingkat 
pengangguran 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Jumlah penganggur 
/ Jumlah angkatan 
kerja x 100% 

3,25% 3,25
% 

2,93
% 

2,2% 2,0% 1,8% 1,6% Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja dan 
Perluasan 
Kesempatan Kerja 

     Persentase 

peningkatan 
kualitas dan 
produktifitas tenaga 
kerja 

Jumlah peserta 

pelatihan yang 
bekerja pasca 
pelatihan / jumlah 
peserta pelatihan x 
100% 

65% 70% 75% 80% 85% 87% 90% Bidang Pelatihan 

Kerja dan 
Produktivitas 

   Mewujudkan 

keamanan dan 
kenyamanan 
berusaha dan 
bekerja bagi 
pengusaha dan 
pekerja 

Meningkatnya 

perlindungan 
hukum 
pengusaha dan 
pekerja 
 

Persentase 

terselesaikannya 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

Jumlah perkara 

yang diselesaikan 
dengan PB /Jumlah 
Pengaduan x 100% 

50% 50% 50% 50% 50% 55% 60% Bidang Hubungan 

Industrial dan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

   Pemerataan 
perseberan 
penduduk 
 

Pembangunan 
kawasan 
transmigrasi 
baru 

Persentase 
peningkatan status 
dokumen rencana 
satuan pemukiman 

Jumlah dokumen 
kajian yang 
statusnya 
meningkat / 
Jumlah seluruh 
dokumen kajian x 
100% 

- 20% 20% 20% 20% 40% 60% Bidang 
Transmigrasi 

     Meningkatkan 
tata kelola 
pemerintah 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel 

Menyediakan 
kebutuhan 
penunjang 
perangkat 
daerah dalam 
melaksanakan 
tugas dan 
fungsi 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
penunjang 
perangkat daerah 

Rata-rata 
persentase capaian 
program 

% 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 

  

   

 Menyediakan 
dukungan bagi 
pencapaian 
nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daearah 

Range Nilai SAKIP 

 80 80 80 85 90 100  
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 

merupakan dokumen teknis yang dijadikan pedoman dalam pencapaian visi 

dan misi RPJMD  yang berisi visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan 

yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun 

kedepan.  

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan disenergikan dengan Dinas yang menangani Bidang 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga diharapkan bisa dijadikan landasan 

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan melalui 

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat agar nantinya seluruh program 

dan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dalam pencapaian 

visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2017-2022 dan peraturan perundang-undangan pada aturan 

yang ada. 

Pangkalan Bun,      Desember 2017 
 

 
 


